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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Makna dan Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Hukum
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum
Pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.[footnoteRef:1] Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.[footnoteRef:2] [1: Youky Surinda, Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum, melalui http://id.linkedin.com , diakses pada tanggal 8 April 2026 Pukul 14.32 Wib.]  [2: Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, (2024), hlm. 318-319.] 

Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab menjadi 4 yaitu:[footnoteRef:3] [3: Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Nuansa & Nusa Media, Bandung, (2020), hlm.140.] 

1. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yaitu, seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.
Pertanggungjawaban dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni liability (menunjuk pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan responsibility (menunjuk pada pertanggung jawaban politik). Teori tanggung jawab hukum lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability. Sedangkan tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.[footnoteRef:4] [4: Azheri, Corporate Social Responbility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2021), hlm. 54.] 

2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Hukum
Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu:
a. Pertanggungjawaban Hukum Perdata
Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu maka dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.[footnoteRef:5] Dari ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.[footnoteRef:6] [5: Komang Adi Utama Putra, Pertanggungjawaban Perdata Bagi Pelaku Pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam Era Digital, Jurnal Demokrasi, Vol. 1, No. 4, (2024), hlm. 31.]  [6: Dwi Alfianto, dkk, Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum, Jurnal JPM, Vol. 4, No. 6, (2024), hlm. 496.] 

Sedangkan pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban. Konsepsi perbuatan melawan hukum di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:[footnoteRef:7] [7: Kiki Nitalia Hasibuan, Masalah Pertanggung Jawab Hukum Dalam Kasus MisSelling, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2011), hlm. 22.] 

1) Unsur Perbuatan. Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).
2) Melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kaidah hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.
3) Adanya kerugian. Pasal 1365 KUHPerdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan penggantian kerugian dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Selanjutnya dapat ditemukan pedoman pada Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.
4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Dalam perbuatan melawan hukum adalah unsur kausalitas sangat penting, dimana harus dapat dibuktikan bahwa kesalahan dari seseorang menyebabkan kerugian kepada orang lain atau kerugian dari orang lain benar-benar disebabkan oleh kesalahan orang yang digugat. Sehingga kesalahan dan kerugian memiliki hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Pertanggungjawaban hukum perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah ganti rugi. Namun terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu tujuan atau akibat akhir dari perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi sebagai upaya pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Sedangkan tujuan atau akibat akhir dari ganti rugi dalam wanprestasi adalah ganti rugi merupakan pelaksanaan kewajiban dari pihak debitur. Dapat pula diartikan bahwa ganti rugi dalam wanprestasi dimaksudkan agar para pihak melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga dapat dimaknai kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai rugi (scade) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata yang berbunyi biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini, dapat disimpulkan berupa biaya, kerugian dan bunga.[footnoteRef:8] [8: M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, (2023),  hlm. 448.] 

Tanggung jawab dalam arti hukum, ialah tangung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajiban. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya memiliki tanggung jawab terhadap konsumen atas segala tindakan yang dapat merugikan konsumen termasuk kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau membahayakan, bahkan juga pemakai yang turut menjadi korban, merupakan tanggung jawab pelaku usaha. Dari uraian tesebut, maka prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Membahas mengenai pertanggungjawaban maka tidak lepas dari adanya prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab, karena prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen.[footnoteRef:9] [9: Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT.Grasindo, Jakarta, (2020), hlm. 58. ] 

Secara umum, prinsip pertanggungjawaban dalam hukum dibedakan sebagai berikut:[footnoteRef:10] [10: Ibid., hlm. 72-79. ] 

1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian.
Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (negligence) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif yaitu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha.
2) Prinsip tanggung jawab mutlak (strict product liability).
Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada risk liability. Dalam risk liability, kewajiban mengganti rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan risiko adanya kerugian itu. 
3) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.
Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (presumption of liability principle) sampai tergugat dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
4) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. 
Prinsip ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip ini bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.
5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. 
Prinsip tanggung jawab ini dianggap sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya.
b. Pertanggungjawaban Hukum Pidana
Pertanggungjawaban hukum pidana adalah suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, dan juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai toereken-baarheid, “criminal reponsibilty,” “criminal liability,” pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.[footnoteRef:11] [11: Daud Hidayat Lubis, Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, (2023), hlm. 14.] 

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana. Tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian atas kepentingan tertentu.[footnoteRef:12] [12: Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, (2019), hlm. 59.] 

B. Pengertian Aktor Intelektual 
Aktor intelektual adalah individu atau kelompok yang memiliki peran penting dalam merancang, merencanakan, maupun mengarahkan suatu tindakan atau kejahatan, namun tidak secara langsung melakukan tindakan tersebut. Mereka biasanya berperan sebagai pemikir, pengendali, atau penggerak utama di balik suatu aksi.[footnoteRef:13] Dalam bahasa hukum dikenal dengan istilah intellectueele dader. [13: Erlangga Yudha Nugraha, dkk, Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Diatur Dalam Pasal 340 KUHP, Jurnal JHM, Vo. 6, No. 2, (2025), hlm. 51. ] 

Aktor intelektual adalah orang yang merancang dan mengarahkan pelaksanaan kejahatan, tetapi tidak secara langsung melakukan tindak pidana tersebut. Aktor intelektual adalah pihak yang memiliki peran utama dalam perencanaan dan pengendalian kejahatan, biasanya berperan sebagai otak di balik kejahatan tersebut. Aktor intelektual adalah mereka yang merancang, mengatur, dan mengarahkan pelaksanaan kejahatan, dan mereka biasanya berada di belakang layar.[footnoteRef:14] [14: Nelci Duru Kana, dkk, Analisis Yuridis Penjatuhan Putusan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Pemalsuan E-KTP Pemilihan Umum, Jurnal Petitum, Vol. 3, No. 1, (2025), hlm. 151.] 

Aktor intelektual adalah orang yang memegang peranan penting dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan kriminal, tetapi tidak secara langsung melakukan kejahatan tersebut. Secara umum, aktor intelektual berperan sebagai otak atau pengendali yang menentukan arah dan strategi dari suatu tindakan kriminal, sedangkan pelaku langsung adalah mereka yang melakukan tindakan fisik di lapangan. Istilah aktor intelektual kerap dihubungkan dengan ajaran penyertaan pidana.
Ajaran penyertaan yang dituangkan dalam Pasal 55 KUHP Indonesia antara pembantuan dengan peserta lain dalam penyertaan pidana yakni salah satunya adalah penyuruh (pembuat pelaku) dan penganjur suatu delik yang memiliki kapasitas sebagai aktor intelektual (dalang atau mannus domino) yang memiliki inisiatif timbulnya suatu kejahatan, sedangkan kapasitas demikian tidak dimiliki oleh pembantu kejahatan.[footnoteRef:15] [15: Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, (2020), hlm. 34. ] 

Pertanggungjawaban penyuruh (pembuat pelaku) atau penganjur (pembujuk) baik delik dilakukan maupun delik tidak secara penuh dilakukan hanya terbatas apa yang disuruh dan dianjurkan saja. Tetapi sebaliknya pembantuan delik juga hanya terbatas pembantuan misalnya ketika delik dilaksanakan. Jadi pemberian bantuan tersebut baik bersifat materiil berupa perbuatan tertentu maupun intelektual yakni berupa sarana sebagai hasil pemikiran jahat. Oleh sebab itu, pembantuan dapat berwujud pelaksanaan (commission) maupun pembiaran (omission).[footnoteRef:16] [16: Ibid. ] 

Bentuk penyertaan “menyuruh melakukan” haruslah terdiri dari lebih dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (dalang /manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader) dan di sisi lain terdapat seorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan (onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”. Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan”, maka tidak sempurna makna “menyuruh melakukan”. Dalam bentuk penyertaan menyuruh melakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) peran lain.[footnoteRef:17] [17: Ibid. ] 

Penyuruh (manus domina, omniddelijke dader, intellectueele dader) berada dibelakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seseorang lain yang disuruh itu merupakan alat ditangan penyuruh. Dikatakan orang yang “disuruh melakukan” sebagai alat yang dipergunakan oleh pelaku (penyuruh) karena memang orang yang disuruh tersebut merupakan alat yang tidak dapat dipidana. Hal ini yang menjadi syarat penting dalam bentuk “menyuruh melakukan”. Roeslan Saleh menyebutkan bahwa dalam konstruksi “menyuruh melakukan” yang pelaksanaannya bukanlah suatu alat kehendak, tetapi tidak dapat dipidana hanyalah oleh karena pada dia kualitas untuk melakukan delik tindak pidana tidak ada.
Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dapat dipidananya orang yang disuruh, karena:
1. Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab.
2. Berdasarkan Pasal 44 KUHP;
3. Dalam keadaan daya paksa Pasal 48 KUHP;
4. Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) KUHP;
5. Orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP.[footnoteRef:18] [18: Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, (2022), hlm. 130. ] 

Konstruksi pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan tidak hanya melibatkan pelaku, tetapi juga pihak yang turut serta. Doktrin deelneming (penyertaan) yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP menjadi instrumen kunci untuk menjangkau aktor intelektual di balik suatu tindak pidana. Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur dua bentuk penyertaan utama: pertama, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan (plegers); dan kedua, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan, sengaja membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu (uitlokkers/aanstichters).[footnoteRef:19] [19: Harry Yulianto, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dan Penyuruh Dalam Pengusiran Rumah Tangga: Suatu Tinjauan Yuridis, Jurnal JIIC, Vol. 2, No. 12, (2025), hlm. 18374. ] 

C. Makna Pencurian Dengan Kekerasan
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasaan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsurnya dikatakan sama dengan pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Oleh karena itu, tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dimaksud dalam hal ini dilakukan oleh begal.
Begal merupakan kata kerja, sinonim kata begal adalah kata penyamun, sementara kata “pembegalan” adalah proses, cara, perbuatan yang berarti perampasan atau perampokan. Secara terminologi kata begal dapat diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (criminil) seperti perampokan atau perampasan yang dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan bisa sampai melakukan pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasar biasanya pengendara sepeda motor. Jadi kejahatan begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.[footnoteRef:20] [20: KBBI, Pengertian Begal, melalui https://kbbi.web.id/, diakses pada Tanggal 5 April 2026, Pukul 10.15 Wib.] 

Aksi begal jelas menggangu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Istilah “begal” merupakan istilah yang hanya muncul di Indonesia saja. Psikolog forensik Universitas Pancasila Jakarta Reza Indragiri Amriel di dalam artikel wikipedia menduga kasus pembegalan hanyalah aksi kriminal di permukaan yang menjadi perantara untuk aksi kriminal lain, tidak sekedar bermotifkan ekonomi. Menurut Reza, tindakan pelaku pembegalan telah menyimpang dan menunjukkan gangguan rasional. Dia menduga pelaku di bawah pengaruh narkotika, obat-obatan dan minuman keras sehingga tindakannya terhadap korban menjadi berlebihan dan bahkan ia tak segan-segan membunuh korban.[footnoteRef:21] [21: Wikipedia, Pembegalan, melalui https://id.wikipedia.org/, diakses pada Tanggal 5 April 2026, Pukul 10.20 Wib.] 

Begal sebagai kejahatan konvensional justru telah menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih meresahkan masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah hukum polrestabes Medan. Berkaitan dengan kejahatan begal, pada dasarnya istilah ini tidak diatur dalam hukum positif Indonesia, melainkan sebuah istilah yang digunakan masyarakat tradisional yang kemudian berkembang menjadi istilah terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta si korban.[footnoteRef:22] [22: Rani Hendriana dkk, Penanggulangan Kejahatan Begal Di Polres Banyumas (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi), Jurnal Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 1, No. 1, (2015), hlm. 51.] 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan
Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Unsur delik yang terdapat pada Pasal 365 ayat (1) adalah:[footnoteRef:23] [23: AdamI Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, PT.Raja GrafikaPersada, Jakarta,  (2020), hlm. 91.] 

Unsur objektif:
1. Cara atau upaya yang dilakukan:
a. Kekerasan, atau;
b. Ancaman kekerasan.
2. Yang ditujukan kepada orang.
3. Waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu adalah:
a. Sebelum;
b. Pada saat;
c. Setelah.
Unsur subjektif:
Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:
1. Untuk mempersiapkan pencurian;
2. Untuk mempermudah pencurian;
3. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan;
4. Untuk tentang menguasai benda yang dicuri agar terap berada ditangannya. Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan dengan keadaan yang memberatkan karna didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan dalam Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHP, dengan demikian pasal ini disebut “pencurian dengan kekerasan”.[footnoteRef:24] [24: Suharto RM, Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, SinarGrafika, Jakarta, (2024), hlm. 79.] 

Pasal 365 ini, yang perlu dibuktikan pada delik ini ialah: “bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk kekerasan diatas dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP”. Seperti yang telah dirumuskan pada Pasal 365 KUHP, bahwa pencuri waktu malam ketempat melakukan kejahatan dengan didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, maka telah terjadi beberapa tindak pidana yang dilakukan.[footnoteRef:25] [25: Ibid., hlm. 80. ] 

3. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan 
Dalam KUHP Peraturan hukum positif utama yang berlaku di Indonesia adalah KUHP, dimana KUHP sendiri merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, yaitu golongan timur asing, bumiputera, dan eropa. Dapat dikatakan ada suatu bentuk kesamaan atau keseragaman dalam peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sejak adanya UU No 73 Tahun 1958 yang menentukan berlakunya UU No 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh Indonesia, hukum pidana materiil Indonesia menjadi seragam untuk seluruh tanah air. Menurut pasal VI UU No 1 tahun 1946, nama resmi dari KUHP awalnya adalah Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandssch-Indie “yang diubah menjadi Wetboek Van Strafrecht atau dapat pula disebut sebagai “Kitab UndangUndang Hukum Pidana”.[footnoteRef:26] [26: Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, PT. Bumi Aksara, Jakarta, (2023), hlm. 147.] 

Pasal-Pasal yang mengatur tentang pencurian, diatur pada BAB XXII dari Pasal 362 KUHP:
“Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum, karena pencurian dengan hukuman maksimal lima tahun”.[footnoteRef:27] [27: Ibid. ] 

Unsur-unsur tindak pidana pencurian adalah:

1. Unsur mengambil barang 
Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan “mengambil” barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnyadan mengalihkannya etempat lain, yang dimaksud dengan kata “mengambil” ialah sebelum perbuatan itu dilakukan.[footnoteRef:28] Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Apabila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi belum mencoba mencuri.[footnoteRef:29] Perbuatan “mengambil” terang tidak ada, apabila barangnya oleh yang berpihak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan oleh pembujukan dengan tipu muslihat, maka ada tindakan pidana “penipuan”, jika penyerahan ini disebabkan karena adanya paksaan dengan kekerasan oleh sipelaku, maka ada perbuatan tindak pidana “pemerasan” dan jika paksaan ini berupa kekerasan langsung maka ada perbuatan tindak pidana “pengancaman”.[footnoteRef:30] [28: Gerson W. Bawengan, Hukum Pidana didalam Teori dan Praktek , P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, (2021), hlm. 147.]  [29: Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, hlm. 15.]  [30: Ibid. ] 

2. Yang diambil harus barang
Suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (bukan manusia). Pengertian barang tersebut pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud. Barang itu tidak perlu mempunyai nilai ekonomis. Apabila mengambil sesuatu barang tidak dengan ijin dari pemiliknya, termasuk dalam pencurian.[footnoteRef:31] [31: Ibid. ] 

3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
Sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Barang yang diambil dapat seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi, dan pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang tersebut.[footnoteRef:32] [32: Ibid. ] 
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